SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 18/HK.©3.2/7317/2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SiRUP
(SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan data dan
informasi terkait informasi Rencana Umum Pengadaan
kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan beserta data
dukungnya secara up to date dan valid, sehingga
nantinya akan tersedia informasi rencana umum
pengadaan dan pengelolaan logistik Pemilu serta
penganggarannya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
Pemilu serta Pilkada serentak lingkup Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penunjukan
Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
(SiRUP) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Luwu Tahun 2022.

Mengingat :1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286;)

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355;)

3. Undang-Undang .....
j di h. kpu. go.id/sulsel/luw


https://jdih.kpu.go.id/sulsel/luwu

4.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
,Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 976);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organanisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Katalog Elektronik dan E-Purchasing;

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Katalog Elektronik dan E-Purchasing;
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Memerhatikan:

Menetapkan

KESATU

13.

14,

1.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas
(PIt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota.

Surat Sekretaris Komisi Pemilthan Umum Republik
Indonesia Tanggal 18 Februari Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tahun
2020.

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-
076.01.2.659300/2022 tanggal 17 November 2021,

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR
SiRUP (SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022,

Menetapkan Nama Pegawai Negeri Sipil yang tercantum
namanya di bawah sebagai Operator SiRUP (Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan) Lingkup Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Luwu Tahun 2022, sebagai berikut:

NAMA

JABATAN TUGAS

1

2 3

MUKTAR, SE

NIP. 19760121 200701 1 020 Staf Pelaksana OPERATOR SiRUP
Email: muktar_se@yahoo.com

KEDUA .......
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Menetapkan tata kerja Operator sebagaimana DIKTUM
KESATU yaitu mekanismenya telah dijelaskan dan
disampaikan melalui halaman web Silog/SiRUP KPU dan
media sosial resmi Biro Logistik. Adapun lebih detail
rangkaian kegiatan untuk fasilitasi SiRUP LKPP yaitu :

1. Melakukan input data SiRUP;

2. Mengecek  kembali data yang diinput dan
melaporkan pengisian data kepimpinan;

3. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi
revisi terhadap pengisian data sebelumnya;

4. Melaporkan secara berkala informasi yang
dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi
yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem
tersebut;

5. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
atasan dalam hal Pengelolaan Informasi Pengadaan
Logistik; dan

6. Menjaga kerahasiaan data yang memang data
dan informasi tersebut dikecualikan.

Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Luwu
Tahun 2022;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
UPATEN LUWU

pala Sub. Bagian Hukum dan SDM
44

KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON
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